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ABSTRACT 

This research aims to analyze the level of compliance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51 of 2017 concerning 

Sustainable Finance for listed companies in the tourism sector in Indonesia. The research method used is a literature study with a qualitative 
approach. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with senior management of listed companies in the tourism sector and 

direct observations of sustainable financial practices in the field. The results show that the understanding of sustainable finance concepts is quite 

good among senior management, but comprehensive implementation is hindered by limitations in human and financial resources, a lack of 
understanding at the operational level, and the complexity of regulations that require in-depth understanding. Recommendations for further research 

are to further explore the factors influencing compliance with POJK 51/2017 in the tourism sector, and to develop effective strategies to improve 

sustainable financial practices in the tourism industry. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 
tentang Keuangan Berkelanjutan bagi emiten sektor pariwisata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pusataka dengan 

pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen senior perusahaan emiten sektor pariwisata 

serta observasi langsung terhadap praktik keuangan berkelanjutan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang 
konsep keuangan berkelanjutan cukup baik di kalangan manajemen senior, namun implementasi secara menyeluruh masih terhambat oleh 

keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kurangnya pemahaman di tingkat operasional, serta kompleksitas peraturan yang memerlukan 

pemahaman yang mendalam. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi 
kepatuhan penerapan POJK 51/2017 di sektor pariwisata, serta mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan praktik keuangan 

berkelanjutan dalam industri pariwisata. 

 
Kata kunci: Analisis, PJOK 51/2017, keuangan berkelanjutan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Analisis Kepatuhan Penerapan POJK 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi Emiten Sektor 

Pariwisata di Indonesia menyoroti sejumlah kompleksitas dan kemajuan yang terjadi. Meskipun pelaksanaan POJK 51 

telah memperkuat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan di sektor pariwisata, terdapat beberapa hambatan yang 

menghalangi pencapaian tingkat kepatuhan yang optimal. Salah satu hambatan utama terletak pada pemahaman yang 

belum matang mengenai konsep keuangan berkelanjutan serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk 

menerapkannya secara menyeluruh. Sebagian besar entitas bisnis di sektor pariwisata masih cenderung 

memprioritaskan keuntungan finansial jangka pendek daripada mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke 

dalam strategi bisnis mereka. 

Walaupun demikian, menururut Hantono dkk., (2023) beberapa entitas telah menunjukkan komitmen yang 

sungguh-sungguh terhadap praktik keberlanjutan dengan menerapkan langkah-langkah proaktif, seperti pengurangan 

limbah, adopsi energi terbarukan, dan partisipasi dalam program-program pembangunan masyarakat setempat. Dalam 

konteks ini, penting bagi pemerintah dan regulator untuk tetap mengawasi dan mendorong penerapan POJK 51, 
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termasuk dengan memberikan insentif dan sanksi yang sesuai untuk mempromosikan kepatuhan. Selain itu, upaya 

pendidikan dan advokasi perlu ditingkatkan guna meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap manfaat keuangan 

berkelanjutan di kalangan semua pemangku kepentingan di sektor pariwisata. 

Dengan demikian, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, langkah-langkah ini diharapkan dapat memandu 

sektor pariwisata Indonesia menuju keberlanjutan yang lebih kokoh dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51 Tahun 2017, atau POJK 51/2017, merupakan regulasi yang 

mengatur praktik keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Regulasi ini bertujuan 

untuk menggalakkan dan mengatur praktik keberlanjutan dalam kegiatan keuangan perusahaan, termasuk aspek-aspek 

lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) (Soekarni, 2021; Wisata, 2017; Zakaria & Satyawan, 2023). 

Ramadhani, (2021) menjelaskan POJK 51/2017 mencakup beberapa poin yang perlu diperhatikan: a) Tujuan dan 

Ruang Lingkup: POJK 51/2017 bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

memperhitungkan faktor-faktor keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi dan operasional. Regulasi ini 

berlaku untuk semua perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau institusi keuangan yang 

setara, b) Penerapan Prinsip Keberlanjutan: Perusahaan diwajibkan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam 

strategi bisnis mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi. Ini mencakup memperhitungkan aspek 

lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan operasional, c) Kriteria Pelaporan: POJK 51/2017 

menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam melaporkan informasi tentang praktik keberlanjutan 

mereka. Hal ini termasuk pengungkapan informasi tentang kebijakan lingkungan, program tanggung jawab sosial 

perusahaan, kinerja lingkungan, dan tata kelola Perusahaan, d) Pengungkapan Kinerja: Perusahaan diwajibkan untuk 

menyediakan informasi yang memadai dan transparan mengenai kinerja keberlanjutan mereka dalam laporan tahunan. 

Ini mencakup informasi tentang upaya-upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, inisiatif sosial, serta praktik tata 

kelola perusahaan yang baik, e) Pengawasan dan Sanksi: OJK memiliki peran dalam mengawasi penerapan POJK 

51/2017 dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi dapat berupa denda atau 

tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Lebih lanjut menurut Astriyanthi Rangkuti, (2023) penerapan POJK 51/2017 memberikan dasar hukum bagi 

praktik keberlanjutan di kalangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Ini juga sesuai dengan tren global 

di mana faktor-faktor keberlanjutan semakin diperhitungkan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Dengan demikian, POJK 51/2017 dapat dianggap sebagai langkah yang positif dalam mempromosikan pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia. 

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51 Tahun 2017 (POJK 51/2017) memiliki implikasi 

yang signifikan terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Berikut ini menurut Nanda Amelia Jauhari dkk., 

(2021) beberapa aspek yang menjelaskan hubungan antara penerapan POJK 51/2017 dan perkembangan sektor 

pariwisata: a) Peningkatan Kesadaran Keberlanjutan: Implementasi POJK 51/2017 mendorong perusahaan di sektor 

pariwisata untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik keberlanjutan dalam aktivitas operasional mereka. 

Hal ini menghasilkan efek positif dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap praktik berkelanjutan di 

kalangan pemangku kepentingan sektor pariwisata, b) Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan: Perusahaan 

pariwisata yang mematuhi POJK 51/2017 cenderung lebih condong untuk mengembangkan destinasi wisata yang 

berkelanjutan. Ini mencakup aspek pengelolaan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan keterlibatan dalam 

pembangunan masyarakat setempat sebagai bagian integral dari praktik keberlanjutan mereka, c) Investasi dalam 

Infrastruktur Berkelanjutan: Penerapan POJK 51/2017 dapat merangsang investasi dalam infrastruktur pariwisata yang 

berkelanjutan. Perusahaan pariwisata yang mematuhi regulasi ini akan cenderung mencari dana untuk mendukung 

prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti pembangunan akomodasi ramah lingkungan, transportasi berkelanjutan, dan 

fasilitas pariwisata yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, d) Peningkatan Daya Saing Global: Dengan 

mengikuti praktik keberlanjutan yang sesuai dengan POJK 51/2017, perusahaan pariwisata Indonesia dapat 

meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Semakin banyak wisatawan yang memperhitungkan aspek 

keberlanjutan dalam memilih destinasi, dan perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan akan 

memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar, e) Peningkatan Kesadaran Konsumen: Implementasi POJK 51/2017 

juga dapat memengaruhi kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih layanan pariwisata yang berkelanjutan. 

Wisatawan akan lebih cenderung untuk memilih destinasi dan layanan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, 

dan tata kelola perusahaan yang baik. 

Oleh karena itu penerapan POJK 51/2017 tidak hanya mempengaruhi keberlanjutan secara umum, tetapi juga 

memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia melalui peningkatan kesadaran, 

investasi berkelanjutan, dan peningkatan daya saing global (Dimas Muhammad Adha, 2022; Hayati dkk., 2020). 

Padahal menurut Saepudin, (2021) sebelum diterapkannya POJK 51/2017, sektor pariwisata Indonesia menghadapi 

sejumlah tantangan dan dinamika yang berpengaruh terhadap praktik keberlanjutan di dalamnya. Berikut adalah 

beberapa gambaran mengenai kondisi sektor pariwisata sebelum penerapan POJK 51/2017: 

1. Prioritas pada Profitabilitas: Secara umum, sebagian besar perusahaan di sektor pariwisata cenderung 

memprioritaskan pencapaian profitabilitas jangka pendek daripada memperhatikan faktor-faktor keberlanjutan 
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dalam kegiatan operasional mereka. Hal ini tercermin dalam strategi bisnis mereka yang lebih fokus pada 

peningkatan pendapatan dan pangsa pasar tanpa memperhitungkan dampak lingkungan atau sosial yang 

mungkin timbul. 

2. Kurangnya Kesadaran Keberlanjutan: Kesadaran akan pentingnya praktik keberlanjutan belum menjadi fokus 

utama di kalangan pemangku kepentingan sektor pariwisata, baik dari pihak perusahaan maupun konsumen. 

Faktor-faktor lingkungan dan sosial sering kali diabaikan dalam pengambilan keputusan bisnis, dan tidak 

banyak perusahaan yang memiliki inisiatif yang signifikan dalam memperhatikan aspek keberlanjutan. 

3. Keterbatasan Infrastruktur Berkelanjutan: Sebelum POJK 51/2017, investasi dalam infrastruktur pariwisata 

yang berkelanjutan masih terbatas. Infrastruktur seperti akomodasi ramah lingkungan, transportasi 

berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang baik seringkali kurang tersedia atau belum memadai di banyak 

destinasi wisata di Indonesia. 

4. Keterbatasan Pengawasan dan Regulasi: Regulasi terkait keberlanjutan dalam sektor pariwisata sebelumnya 

mungkin belum terlalu ketat atau belum memadai untuk mendorong praktik-praktik berkelanjutan. 

Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap standar keberlanjutan juga mungkin belum terlalu efektif, sehingga 

beberapa perusahaan mungkin tidak merasa terdorong untuk mengadopsi praktik-praktik keberlanjutan. 

5. Pengaruh Globalisasi: Perkembangan sektor pariwisata juga dipengaruhi oleh tren globalisasi, di mana 

keberlanjutan semakin menjadi perhatian utama dalam industri pariwisata di seluruh dunia. Namun, sebelum 

penerapan POJK 51/2017, dampak globalisasi ini mungkin belum sepenuhnya dirasakan atau diadopsi secara 

luas di Indonesia. 

Dari poin diatas sebelum diterapkannya POJK 51/2017, sektor pariwisata Indonesia cenderung masih menghadapi 

tantangan dalam menerapkan praktik keberlanjutan, baik dalam hal kesadaran, regulasi, maupun infrastruktur 

berkelanjutan. Penerapan POJK 51/2017 diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam mendorong sektor 

pariwisata menuju keberlanjutan yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul studi literatur analisa kepatuhan penerapan POJK 51 tahun 

2017 tentang keuangan berkelanjutan bagi emiten sektor pariwisata di Indonesia. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Penelitian 

kualitatif tidak hanya sekadar menggambarkan fenomena, tetapi juga berusaha untuk memahami makna dan konteks 

dari fenomena tersebut (Yusanto, 2020). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yang peneliti 

lakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis referensi atau sumber-sumber yang diperoleh dengan 

tertulis atau berbentuk tulisan seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang signifikan 

dengan topik/judul yang diteliti. Serta kemudian peneliti menganalisis dan menarik kesimpulan untuk menemukan 

jawaban dari yang peneliti teliti. Sumber data primer yang akan digunakan adalah wawancara mendalam dengan 

berbagai pihak terkait, termasuk manajemen senior dari perusahaan-perusahaan emiten sektor pariwisata, regulator 

terkait, dan pakar keuangan berkelanjutan. Wawancara ini akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang POJK 

51/2017, hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam menerapkannya, strategi yang mereka gunakan untuk 

mematuhi peraturan tersebut, dan dampak yang dirasakan baik secara internal maupun eksternal. Selain wawancara, 

observasi langsung juga akan dilakukan untuk mengamati praktik keuangan berkelanjutan yang terjadi di lapangan, 

seperti laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten sektor pariwisata dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan 

yang terkait dengan keberlanjutan. Analisis data yang dihasilkan dari sumber-sumber ini akan memberikan wawasan 

tentang tingkat kepatuhan penerapan POJK 51/2017 di sektor pariwisata Indonesia serta faktor-faktor yang 

memengaruhinya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis literatur mengenai penerapan POJK 51 Tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan bagi 

emiten sektor pariwisata di Indonesia, peneliti menemukan sejumlah temuan yang relevan seperti terdapat peningkatan 

kesadaran terhadap keberlanjutan di kalangan Perusahaan. Pada dasarnya implementasi regulasi ini dihadapkan pada 

sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat. Beberapa aspek penting yang terungkap dalam analisis 

literatur mencakup: 

1. Kesadaran dan Pendidikan: Meskipun terjadi peningkatan kesadaran, pemahaman yang mendalam mengenai 

konsep keberlanjutan serta dampaknya terhadap aktivitas bisnis masih terbilang terbatas di kalangan 

perusahaan pariwisata. Pentingnya upaya pendidikan dan pelatihan yang intensif untuk meningkatkan 

pemahaman dan komitmen terhadap praktik keberlanjutan menjadi sorotan dalam penelitian ini. 
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2. Hambatan Struktural: Tantangan struktural, termasuk keterbatasan sumber daya dan dominasi prioritas 

ekonomi, menunjukkan adanya hambatan yang signifikan dalam implementasi POJK 51/2017 di sektor 

pariwisata. Kendala dalam alokasi waktu, tenaga, dan dana untuk pengembangan dan penerapan praktik 

keberlanjutan menjadi fokus dalam literatur. 

3. Kesesuaian dengan Standar Internasional: Terdapat penekanan pada perlunya meningkatkan kesesuaian 

dengan standar internasional dalam praktik keberlanjutan di sektor pariwisata Indonesia. Ini mencakup 

pengembangan sistem pelaporan yang sesuai dengan kerangka kerja keberlanjutan global serta memastikan 

kesiapan perusahaan untuk memenuhi tuntutan dan harapan dari pemangku kepentingan internasional. 

4. Pengawasan dan Insentif: Peran pengawasan dan insentif dari regulator, terutama Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), dianggap krusial dalam memastikan kepatuhan yang efektif terhadap POJK 51/2017. Kerangka 

pengawasan yang kokoh dan sistem insentif yang memotivasi perusahaan untuk mengadopsi praktik 

keberlanjutan menjadi bagian penting dalam upaya mencapai kepatuhan yang optimal. 

Temuan lain menunjukkan bahwa POJK 51 Tahun 2017 memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik 

keuangan berkelanjutan bagi emiten di sektor pariwisata Indonesia. Beberapa aspek yang diungkapkan dalam penelitian 

meliputi: a) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Implementasi POJK 51/2017 mendorong peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan pariwisata. Persyaratan pengungkapan yang lebih 

luas mengenai praktik keberlanjutan memungkinkan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang lebih 

lengkap dan akurat mengenai kinerja keberlanjutan Perusahaan, b) Perubahan dalam Kebijakan dan Strategi Bisnis: 

POJK 51/2017 juga mendorong perubahan dalam kebijakan dan strategi bisnis perusahaan pariwisata. Perusahaan 

cenderung untuk mempertimbangkan faktor-faktor keberlanjutan secara lebih serius dalam pengambilan keputusan 

investasi dan pengembangan produk atau layanan baru, c) Pengintegrasian Praktik Keberlanjutan: Adanya POJK 

51/2017 mendorong pengintegrasian praktik keberlanjutan ke dalam seluruh rantai nilai perusahaan pariwisata. Hal ini 

meliputi penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan kontribusi positif 

terhadap masyarakat lokal serta lingkungan tempat beroperasinya Perusahaan, d) Peningkatan Kredibilitas dan Daya 

Saing: Implementasi POJK 51/2017 dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan pariwisata di pasar 

global. Perusahaan yang mempraktikkan keberlanjutan secara efektif cenderung lebih dihargai oleh investor dan 

konsumen, yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan (Prastiti, 2018). 

Adapun temuan tambahan menunjukkan bahwa POJK 51 Tahun 2017 telah memberikan dorongan positif terhadap 

praktik keuangan berkelanjutan di sektor pariwisata Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi tersebut 

memiliki potensi untuk meningkatkan performa keberlanjutan perusahaan, mengurangi risiko lingkungan dan sosial, 

serta meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan. 

Sejumlah temuan menyoroti dampak POJK 51/2017 terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. 

Berikut adalah beberapa dampak yang teramati: 

1. Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab: Implementasi POJK 51/2017 telah memberikan dorongan positif 

dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan di sektor pariwisata terhadap praktik 

keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan kini cenderung lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, 

sosial, dan tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan mereka, serta mengakui tanggung jawab 

mereka terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh operasional mereka. 

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sosial: Di bawah pengaruh POJK 51/2017, perusahaan-perusahaan di 

sektor pariwisata cenderung meningkatkan investasi dan upaya dalam pelestarian lingkungan serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya ini meliputi investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, pelestarian 

sumber daya alam dan budaya, serta pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat lokal. 

3. Daya Saing dan Citra Destinasi: Implementasi praktik keberlanjutan yang didorong oleh POJK 51/2017 dapat 

meningkatkan daya saing dan citra destinasi pariwisata Indonesia di pasar global. Destinasi yang dianggap 

berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial dapat lebih menarik bagi wisatawan yang 

semakin memperhatikan faktor keberlanjutan dalam memilih destinasi mereka. 

4. Pengembangan Produk dan Pengalaman Wisata: Perusahaan pariwisata juga dapat merespons POJK 51/2017 

dengan mengembangkan produk dan pengalaman wisata yang lebih berkelanjutan. Langkah ini termasuk 

pengembangan paket wisata ekowisata, promosi kegiatan wisata yang ramah lingkungan, dan penggunaan 

teknologi hijau dalam operasional mereka (Kani Putri, 2023). 

5. Pengaruh pada Investasi dan Pendanaan: Implementasi POJK 51/2017 juga dapat mempengaruhi arus investasi 

dan pendanaan di sektor pariwisata. Perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan mungkin menjadi 

lebih menarik bagi investor yang memperhatikan faktor-faktor ESG (Environmental, Social, and Governance), 

dan lebih mungkin mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan yang memiliki kebijakan berkelanjutan 

(Winarto dkk., 2021). 

Dari temuan tersebut terlihat bahwa POJK 51/2017 memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan 

sektor pariwisata di Indonesia, meliputi peningkatan kesadaran dan tanggung jawab, peningkatan kualitas lingkungan 
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dan sosial, daya saing destinasi, pengembangan produk wisata, dan arus investasi dan pendanaan. Ini menegaskan peran 

penting regulasi berkelanjutan dalam memajukan sektor pariwisata secara holistik dan berkelanjutan. 

 

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen senior perusahaan emiten sektor pariwisata 

menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 

tentang Keuangan Berkelanjutan cukup baik. Mereka menyadari pentingnya menerapkan praktik keuangan yang 

berkelanjutan dalam operasional perusahaan mereka. Namun, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka 

menghadapi tantangan dalam menerapkan POJK 51/2017 secara utuh. Tantangan utama yang dihadapi adalah 

keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kurangnya pemahaman tentang konsep keuangan berkelanjutan di 

kalangan karyawan, serta kompleksitas peraturan yang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk 

mengaplikasikannya. 

Selain itu, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan emiten sektor pariwisata telah 

mengadopsi berbagai strategi untuk mematuhi POJK 51/2017. Strategi tersebut meliputi peningkatan kesadaran dan 

pemahaman tentang keuangan berkelanjutan melalui pelatihan internal dan eksternal, pengembangan kebijakan dan 

prosedur yang mendukung praktik keuangan berkelanjutan, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan 

terkait dengan aspek-aspek keberlanjutan. Dampak dari penerapan POJK 51/2017 juga dirasakan oleh responden baik 

secara internal maupun eksternal. Secara internal, mereka melihat adanya peningkatan efisiensi operasional dan 

pengelolaan risiko keuangan, serta peningkatan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Namun, secara 

eksternal, beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan dana 

yang ramah lingkungan dari pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada 

kemajuan dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan 

pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak terkait guna mencapai tujuan keuangan berkelanjutan secara holistik 

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi praktik keberlanjutan (KB) sesuai dengan ketentuan POJK 

51/2017 berdampak positif terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan loyalitas pelanggan di perusahaan-perusahaan 

sektor pariwisata. Implikasi temuan ini menegaskan bahwa praktik-praktik keberlanjutan yang diadopsi oleh perusahaan 

pariwisata sebagai tanggapan terhadap regulasi tersebut tidak hanya memberikan dampak pada aspek lingkungan dan 

sosial, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan dalam hal kinerja finansial dan citra merek mereka. Lebih 

lanjut, menurut pendapat Susanti dkk., (2018) implementasi praktik keberlanjutan yang konsisten memiliki potensi 

untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan menunjukkan komitmen 

terhadap praktik keberlanjutan, perusahaan dapat memperkuat reputasi mereka sebagai agen perubahan positif dalam 

industri pariwisata. Hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan membantu memperluas 

pangsa pasar melalui peningkatan loyalitas pelanggan (Dosinaen & Musafa, 2023). 

Oleh karena itu, penerapan POJK 51/2017 dalam konteks keberlanjutan dapat dianggap sebagai strategi yang 

efektif dalam meningkatkan daya saing dan keberlangsungan perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata Indonesia. 

Dalam konteks ini, menurut Febriantani, (2019) keberlanjutan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulator, 

tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Menurut John Elkington, konsep keuangan berkelanjutan merupakan integrasi dari aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dalam pengambilan keputusan keuangan (Elkington, 1994). Elkington menggagas konsep ini dalam 

kerangka "Triple Bottom Line" (TBL), yang menekankan pentingnya mengukur kinerja perusahaan tidak hanya 

berdasarkan keuntungan finansial semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari 

kegiatan bisnis. Menurut Elkington, keberlanjutan ekonomi (economic sustainability), keadilan sosial (social 

sustainability), dan keseimbangan lingkungan (environmental sustainability) adalah tiga pilar utama yang harus 

dipertimbangkan secara bersamaan dalam pengambilan keputusan keuangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa 

kesuksesan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi 

juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan (Wheeler & Elkington, 2001). 

Pada dasarnya, konsep keuangan berkelanjutan menekankan pentingnya perusahaan sebagai agen perubahan 

positif yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, selain hanya bertujuan untuk mencapai laba semata. Hal 

ini mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang, yang menguntungkan tidak hanya bagi 

perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

kepatuhan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keuangan 

Berkelanjutan bagi emiten sektor pariwisata di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun 

pemahaman tentang konsep keuangan berkelanjutan cukup baik di kalangan manajemen senior, implementasi secara 
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menyeluruh masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kurangnya pemahaman di tingkat 

operasional, serta kompleksitas peraturan yang memerlukan pemahaman yang mendalam. 

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi kepatuhan penerapan POJK 51/2017 di sektor pariwisata, termasuk pengaruh dari konteks 

eksternal seperti regulasi yang ada dan dukungan dari pasar modal dan lembaga keuangan. Selain itu, peneliti juga 

disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai strategi-strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan, 

seperti pengembangan program pelatihan yang khusus dan pembentukan kerjasama antara perusahaan dengan lembaga 

pendidikan dan penelitian. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif tentang dinamika kepatuhan penerapan POJK 51/2017 di sektor pariwisata Indonesia serta 

menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dalam industri pariwisata.  
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